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ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam studi ini berdasarkan terdapatnya masalah yang terjadi
dalam pembuangan air limbah tanpa izin di Romokalisari, Surabaya, dimana sering
ditemukan pembuangan air limbah secara illegal yang dilakukan oleh perusahaan yang
tidak memiliki izin padahal jelas semua perizinan yang mengatur tentang izin
pembuangan air limbah (IPAL) sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah
pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
menghasilkan air limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah”, kemudian
pasal 16 ayat (2) yang berbunyi “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin
pembuangan air limbah”.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu data dan
fakta yang diperoleh dilapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada
hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu
melalui observasi dan wawancara dengan subyek penelitian. Metode analisis data
menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh digambarkan
sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berhubungan dengan judul serta membandingkan teori yang berlaku dan fakta yang
diperoleh.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuangan air limbah tanpa izin di Kota Surabaya
masih terjadi walaupun sudah ada Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Kualitas
Air dan Pengandalian Air Limbah, hal itu terjadi karena penanggung jawab usaha masih
menganggap pembuangan air limbah tidak berbahaya bagi lingkungan hidup kemudian
faktor kesadaran dari penanggung jawab usaha masih rendah walaupun sudah sering
terjadi kasus penemaran lingkungan dan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota
Surabaya masih kurang sehingga para penanggung jawab usaha masih melakukan
pembuangan air limbah tanpa izin (IPAL). Sanksi yang masih kurang tegas dari
pemerintah daerah juga menjadikan para penanggung jawab usaha tidak jera untuk
kembali melakukan pembuangan air limbah tanpa izin tersebut.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan di Dinas Lingkungan Hidup
memperbaiki kekurangan yang masih ada seperti kurangnya aparatur penegak hukum
pada Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya dan ketegasan para penegak hukum. .

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Izin Pembuangan Air Limbah, Perusahaan
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PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Seiring dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk di dunia,

permasalahan lingkungan menjadi suatu hal yang tidak bisa diabaikan.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bukan hanya menjadi masalah

nasional, tetapi telah menjadi masalah antarnegara, regional, dan global. Maka

dari itu perlu dilakukan pengelolaan yang baik. UUD 1945 mengamanatkan,

pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,

agar lingkungan hidup indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang bagi

rakyat indonesia serta makhluk hidup lainnya.*

Pasal 33 UUD 1945 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup

di indonesia, yakni sebagai berikut:?

1)
2)

3)

4)

5)

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.

"Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him.1

?Ibid



Surabaya sebagai kota metropolitan dan menjadi salah satu pusat bisnis
mancanegara di indonesia, banyak berdiri perusahaan-perusahaan berskala
nasional maupun internasional. Pembangunan industri yang dilakukan oleh
perusahaan atau badan hukum disamping membawa dampak positif juga
membawa dampak negatif seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Lingkungan
Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lain. Kemudian pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga
melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah, Pasal 1 angka 10 juga
menjelaskan bahwa pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan
manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan
air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Pada bulan juli 2017 telah terjadi pencemaran lingkungan dengan cara
pembuangan limbah yang mengakibatkan warga Rusun Romokalisari Surabaya

keracunan. Limbah tersebut berbentuk cairan yang dikemas di Dalam Kontainer.



Dalam dokumen surat jalan tertulis barang kontainer berasal dari Pelabuhan
Kwangyang, Korea sebanyak 4 kontainer ukuran 20 dengan berat kotor 80.000 kg
yang menuju teluk lamong di Surabaya.> Pembuangan limbah cair tersebut
menimbulkan dampak bau yang tidak enak dan sangat menyengat sehingga sekitar
25 orang warga Rusun Romokalisari di Blok A mengalami sesak nafas, mual-
mual, beberapa warga pingsan sekitar jam 22.00 — 24.00 WIB warga rusun yang
sakit langsung dievakuasi di Rumah Sakit BDH.* Barang dalam kontainer tidak
dilengkapi dokumen bahan beracun berbahaya (B3), dokumen limbah B3,
maupun dokumen bahan kimia.”> Kasus pencemaran Lingkungan Hidup tersebut
sampai penelitian ini dilakukan masih ditangani oleh Polda Jawa Timur. Di
bidang pengawasan terhadap limbah B3, ditetapkan bahwa impor limbah B3
dilarang, kecuali diperlukan untuk penambahan kekurangan bahan baku sebagai
bagian pelaksanaan upaya pemanfaatan limbah B3.°

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahan berbahaya dan beracun
yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang
karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Kemudian

dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

*Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Laporan awal penanganan kasus lingkungan terkait
pembuangan limbah di Romokalisari, Surabaya;Badan Lingkungan Hidup Surabaya, 2017.
4 -

Ibid.
*Ibid.
®Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, PT. RINEKA
CIPTA, Jakarta, 2005, him. 87



dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah Bahan berbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung B3. Untuk mengurangi dampak buruk dari limbah B3 perlu
dilakukan pengelolaan secara khusus. Dari laporan awal penanganan kasus
lingkungan terkait pembuangan limbah di Romokalisari yang dikeluarkan oleh
Badan Lingkungan Hidup Surabaya, Limbah yang datang dari Korea Selatan
tersebut akan dikirim ke wilayah Bunduran (pengumpul limbah oli bekas), namun
setelah dicek secara fisik pihak pengumpul limbah di bunduran tidak mau
menerima, sehingga barang akan dikembalikan lagi ke Depo Kontainer.
Selanjutnya pihak pengangkut/penerima menyuruh supir untuk membawa
kontainer menuju kawasan pentai di Romokalisari untuk dibuang ke perairan.
Pembungan Limbah tersebut menjadi pemicu keracunan masal warga Rusun
Romokalisari.Dalam melakukan pembuangan air limbah perusahaan harusnya
berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

Badan Lingkungan Hidup merupakan instansi pemerintah yang berwenang
untuk melakukan pengawasan serta memberi izin lingkungan kepada
perusahaan/badan hukum guna mengurangi pencemaran atau perusakan linkungan
hidup akibat pencemaran lingkungan apabila terjadi permasalahan seperti
pembuangan limbah cair di Romokalisari. Selain itu pengawasan intansi
kepolisian juga diperlukan sebagai penegak hukum yang berwenang memberi
sanksi pidana bagi badan hukum yang melakukan pencemaran atau perusakan
lingkungan. Dalam praktik pelaksanaannya sering terjadi tumpang tindih dalam

pengenaan sanksi kepada perusahaan pelanggar antara sanksi admnistratif atau



sanksi pidana. Karena dalam aturan hukum juga tidak dijelaskan secara tegas
sanksi manakah yang harus diutamakan. Jadi penegak hukum diisyaratkan
memiliki penalaran dan pertimbangan yang tepat dalam memilih sanksi mana
yang lebih sesuai untuk perbuatan konkret dan orang tertentu itu, ataupun
penerapan sanksi bersama-sama.’” Adapun tercantum dalam penjelasan umum
angka 6 Undang — undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup “...penegakan hukum pidana lingkungan tetap
memperhatikan asas ultimum remidium yang mewajibkan penerapan penegakan
hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum
administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remidium ini hanya
berlaku bagi tindak pidana formal tertentu, yaitu pemidanaan terhadap
pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.”

Menurut pendapat Andi Hamzah yang penulis kutip dari buku penegakan
hukum lingkungan, karena sulit menemukan suatu istilah dalam bahasa indonesia
sebagai padanan istilah compliance (yang meliputi negosiasi, supervisi,
penerangan, nasihat, dan sebagainya) sebagai usaha preventif pelanggaran hukum
lingkungan, maka lebih kita mengartikan penegakan hukum (lingkungan) itu
secara luas, yang meliputi baik yang preventif (sama dengan compliance),
maupun yang represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai pada
penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana).® Badan Lingkungan

Hidup kota Surabaya berperan sebagai preventif maupun represif dan Kepolisian

’Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement),PT. ALUMNI,
Bandung, 2016, him. 115
®Ibid., him. 88



Daerah Jawa Timur berperan represif dalam penegakan hukum dalam kasus
pencemaran lingkungan hidup di Surabaya.

Alasan penulis meneliti masalah pencemaran air limbah di Romokalisari
kota Surabaya pada tahun 2017 ini adalah adanya kesenjangan antara das sollen
dengan das sein karena das sollen nya menyebutkan menurut Pasal 16 ayat (1)
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah menjelaskan bahwa setiap penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang air
limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah. Kemudian Pasal 16 ayat
(2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah menjelaskan bahwa setiap penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memiliki izin pembuangan air limbah. Selain itu, Pasal 34
ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah, walikota berwenang
menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1), Pasal 16
ayat(1), ayat (2) san ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23, Pasal
24 dan pasal 25. Kemudian Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air
Limbah, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal

18 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dipidana dengan kurungan paling



lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima
Puluh Juta Rupiah). Kemudian Pasal 36 ayat (2), Tindak pidana yang dimaksud
sebagaimana ayat (1) adalah pelanggaran.

Namun pada kenyataanya atau das sein telah terjadi pelanggaran l1zin
Pembuangan Air Limbah (IPAL) oleh PT. Indrajaya swastika di Romokalisari
Kota Surabaya yang mengakibatkan warga Rusun Romokalisari menjadi
korbannya dan rusaknya lingkungan hidup Surabaya . Limbah tersebut berbentuk
cairan yang dikemas di Dalam Kontainer. Dalam dokumen surat jalan tertulis
barang kontainer berasal dari Pelabuhan Kwangyang, Korea sebanyak 4 kontainer
ukuran 20 dengan berat kotor 80.000 kg yang menuju teluk lamong di Surabaya.’
Pembuangan limbah cair tersebut menimbulkan dampak bau yang tidak enak dan
sangat menyengat sehingga sekitar 25 orang warga Rusun Romokalisari di Blok A
mengalami sesak nafas, mual-mual, beberapa warga pingsan sekitar jam 22.00 —
24.00 WIB warga rusun yang sakit langsung dievakuasi di Rumah Sakit BDH.™
Barang dalam kontainer tidak dilengkapi dokumen bahan beracun berbahaya (B3),
dokumen limbah B3, maupun dokumen bahan kimia.'* Kasus pencemaran
Lingkungan Hidup tersebut sampai penelitian ini dilakukan masih ditangani oleh
Polda Jawa Timur. Di bidang pengawasan terhadap air limbah, ditetapkan bahwa
impor air limbah dilarang, kecuali diperlukan untuk penambahan kekurangan

bahan baku sebagai bagian pelaksanaan upaya pemanfaatan limbah.*?

’Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Laporan awal penanganan kasus lingkungan terkait
pembuangan limbah di Romokalisari, Surabaya;Badan Lingkungan Hidup Surabaya, 2017.

Oppid.
Ypid.

12gjswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, PT.
RINEKA CIPTA, Jakarta, 2005, him. 87



RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah penegakan hukum administratif mengenai pembuangan air
limbah di Romokalisari Surabaya menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum administratif terhadap kasus
pembuangan air limbah oleh perusahaan di Romokalisari Surabaya?
TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui praktik penegakan hukum administratif lingkungan dalam
kasus pembuangan air limbah di Romokalisari Surabaya berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi dalam penegakan
kasus pembuangan air limbah di Romokalisari Surabaya.
D. TUJUAN PENELITIAN
1. Penulis
Agar pembuangan air limbah tanpa izin dari pemerintah yang
mengakibatkan warga keracunan tidak terulang lagi di Kota Surabaya.
Supaya lingkungan hidup di Kota Surabaya tetap terjaga dengan baik.
2. Perusahaan pembuangan air limbah
Agar perusahaan yang membuang air limbah ke media lingkungan hidup
tanpa izin dari pemerintah tersebut mengetahui bahwa perbuatannya telah
melanggar aturan hukum yang berlaku serta memliki dampak buruk kepada

masyarakat disekitar tempat kejadian akibat membuang air limbah ke media



lingkungan hidup tanpa izin. Dan agar tidak ada perusahaan lain lagi yang

membuang air limbah tanpa izin dari pemerintah.

3. Badan Lingkungan Hidup

Agar Badan Lingkungan Hidup dapat mencegah supaya tidak terjadi lagi
pembuangan air limbah tanpa izin yang meresahkan masyarakat di Surabaya.
Serta supaya melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada perusahaan
perusahaan yang menghasilkan dan mengelola air limbah dan kejadian

pembungan limbah tanpa izin tidak terulang lagi.

E. TINJAUAN PUSTAKA
1. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris law enforcement, bahasa
belanda Rechtshandhaving, istilah penegakan hukum dalam bahasa indonesia
membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force
sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan
dengan hukum pidana saja.*® Penegakan hukum lingkungan memalui sarana
hukum administrasi atau yang lebih populer disebut dengan penegakan hukum
lingkungan administrasi (administrative enviromental law enforcement),
merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencapai penataan
peraturan.’* Perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem
pemerintahan, menurut Mas Ahmad Santosa, paling tidak harus meliputi: (1)
izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian; (2)

persyaratan dalam izin dengan merujuk pada Amdal, standar baku lingkungan,

Blbid., him. 88
¥“Muhammad akib, Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2014, him. 206.
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peraturan perundang — undangan; (3) mekanisme pengawasan dan penataan;
(4) keberadaan pejabat pengawas (inspektur) kuantitas dan kualitas memadai;
dan (5) sanksi administrasi.®

Penegakan hukum pidana lingkungan bertujuan untuk memperbaiki atau
memberi sanksi kepada pembuat (pelanggar hukum) agar ia berubah menjadi
orang yang baik dan memperhatikan lingkungan serta hak orang lain untuk
hidup di dalam lingkungan hidup yang sehat dan tenteram.'® Di lain pihak
penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan
atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan,
berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya
pelanggaran).!” Penegakan hukum (law enforcement; rechtshandhaving)
lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan
(regulatory chain) perencanaan kebijakan (policy planning) tentang
lingkungan, yang urutannya sebagai berikut:*®

1) Perundang-undangan (legislation, wet en regelgeving);

2) Penentuan standar (standard setting, norm setting);

3) Pemberian izin (licensing, vergunning verlening);

4) Penerapan (implementation, uilvoering);

5) Penegakan hukum (law enforcement, rechtshandhaving).

Mengenai penegakan hukum administratif di Kota Surabaya telah

mempunyai aturan hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

*Mas Ahmad Sentosa, Good Govermance dan Hukum Lingkungan, dikutip dari Muhammad akib, Hukum
Lingkungan Prespektif Global dan Nasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, him. 206
*Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan...Op.cit., him. 146
17 i
Ibid.
®lbid., him. 96
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tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah pasal 34 yang

menyebutkan:

1)

2)

3)

Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
pelanggaran terhadap pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (4), pasal 17 ayat (3), pasal 18 ayat (3), pasal 23, pasal 24,
dan pasal 25.
Sanksi administrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Teguran tertulis;

b. Paksaan pemerintah

c. Pembekuan izin pembuangan air limbah; dan/atau

d. Pencabutan izin pembuangan air limbah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan
walikota.

Peraturan Walikota yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) Peraturan

Daerah kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air

dan Pengendalian Air Limbah adalah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari Peraturan

Walikota ini ada pada pasal 2 yaitu Penerapan sanksi administratif dibidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

a.

Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan
akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;

Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup; dan

Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang melanggar produk hukumdaerah di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup
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Dalam pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan  dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup menjelaskan tentang wewenang dan ruang lingkup yang
berbunyi:

1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan
ditemukan pelanggaran terhadap :

a. Dokumen Lingkungan;

b. lIzin pembuangan air limbah

c. lzin penyimpanan sementara limbah B3; dan/atau
d. lIzin pengumpulan limbah B3

Kemudian Pasal 3 ayat (3) menjelaskan Walikota melimpahkan
kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Kepala BLH.

Jenis sanksi administratif berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
terdapat 4 yaitu:

a. Teguran tertulis;

b. Paksaan pemerintah;

c. Pembekuan izin; dan

d. Pencabutan izin.
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Kemudian penjelasan mengenai 4 sanksi administratif dijelaskan pada ayat -
ayat selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan :

a. Yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tetapi tidak memiliki
izin atau dokumen lingkungan;

b. Yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam
izin; atau

c. Yang tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana tercantum
dalam dokumen lingkungan.

Pasal 4 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, Paksaan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan tidak melaksanakan teguran tertulis dengan berupa :

a. Penghentian sementara kegiatan;

b. Pemindahan sarana produksi;

c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;

d. Pembangkaran;

e. Penyitaan terhadap baran atau alat yang berpotensi menimbulkan

pelanggaran;
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f. Penghentian sementara seluruh kegiatan;atau
g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 4 ayat (5) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, pengenaan paksaan pemerintah
dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang
dilakukan menimbulkan:

a. Ancaman yang sangat serius bagimanusia dan lingkungan hidup;

b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan
pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau

c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 4 ayat (6) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, pembekuan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan :

a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
b. Melakukan kegiatan selain kegiatanyang terantum dalam izin;
dan/atau

c. Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin.
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Pasal 4 ayat (7) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari pembari izin usaha;

b. Tetap tidak melaksanakan paksaan pemerintah setelah pembekuan
izin berakhir; dan/atau

c. Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan

manusia.

2. Perizinan Lingkungan

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan
perundang — undangan untuk diterapkan pada peritiwa konkret menurut prosedur
dan persyaratan tertentu.'® Perizinan terkait air limbah di Kota Surabaya diatur
dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Air Limbah, Pasal 16 yang menyebutkan :

1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
menghasilkan air limbah dan membuang air limbah wajib memiliki
instalasi pengolahan air limbah.

2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin
pembuangan air limbah.

¥Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, him. 201
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3) Kewajiban memiliki izin pembuangan air limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi penanggungg jawab usaha
dan/atau kegiatan mikro.

4) Penerbitan izin pembuangan air limbah yang  mengandung
radioaktif, maka harus mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga
pemerintah yang bertanggung jawab dibidang tenaga atom.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin
pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan peraturan walikota.

Kemudian apabila limbah tersebut termasuk dalam limbah bahan beracun
dan berbahaya (B3) maka berpedoman pada Peraturan Pemerintan Nomor 101
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Pasal 175 menyebutkan bahwa
setiap orang dilarang melakukan dumping (pembuangan) limbah B3 ke media
lingkungan hidup tanpa izin.

Kemudian pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah B3 menjelaskan bahwa ; (1) setiap orang untuk dapat
melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin
dari menteri; (2) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pihak yang pertama kali menghasilkan limbah B3; (3) izin dari menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 ke media lingkungan hidup berupa: a. Tanah; dan b. Laut. ; (4) persyaratan
dan tata cara permohonan dan penerbitan izin Dumping (pembuangan) limbah B3
ke media lingkungan hidup berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penimbunan limbah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 145 sampai dengan pasal 174.

Kemudian pasal 178 Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah B3 menyebutkan bahwa:
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1) Setiap orang untuk memperoleh izin Dumping (pembuangan) limbah
B3 ke laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) hurub b
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

2) Sebelum memperoleh izin Dumping (pembuangan) limbah B3 ke
laut, setiap orang wajib memiliki izin lingkungan.

3) Persyaratan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang — undangan.

Selanjutnya pasal 189 Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah

B3 menyebutkan bahwa:

1) Setelah izin Dumping (pembuangan) limbah B3 terbit, pemegang
izin wajib:

a. Melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin
Dumping (pembuangan) limbah B3;

b. Melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun untuk
Dumping (pembuangan) limbah B3 berupa tailing;

c. Melakuakan penurunan kandungan hidrokarbon total
terhadap limbah B3 untuk Dumping (pembuangan) Limbah
berupa serbuk bor;

d. Menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. Melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari
pelaksanaan Dumping (Pembuangan) limbah B3; dan

f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Dumping
(pembuangan) limbah B3.

2) Laporan pelaksanaan Dumping (pembuangan) LimbahB3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:

a. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3; dan

b. Pelaksanaan Dumping (pembuangan) limbah B3 yang
dihasilkannya.

3) Laporan Dumping (pembuangan) limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada menteri paling sedikit 1 (satu) kali
dalan 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pembuangan limbah B3 atau istilah lain dumping limbah B3 harus memiliki

izin dari kementrian lingkungan hidup sedangkan pembuangan air limbah harus
memiliki izin dari Badan Lingkungan Hidup. PT. Indrajaya swastika seharusnya
memiliki izin dari pemerintah dan melalui prosedur yang telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3

dan/atau Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang
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Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Air Limbah terlebih dahulu sebelum
melakukan pembuangan limbah dan tidak melanggar aturan hukum dalam
melakukan pembungan limbah yang menjadikan masyarakat rusun Romokalisari
korban.

Terkait perizinan lingkungan di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang lzin Lingkungan. Pasal 1
angka 6 berbunyi, Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kemudian pasal 1 angka 7 menjelaskan
tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut
AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pasal 1
angka 8 menjelaskan tentang Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan
dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pada BAB Il Perizinan Pasal 2
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang lzin Lingkungan
menyebutkan bahwa:

1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau
UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan

2) Terhadap keputusan kelayakan lingkungan hidup atau terhadap
rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh kepala BLH maka izin
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lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
walikota
3) Kewenangan walikota dalam penerbitan Izin Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kepala BLH
4) lzin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui tahapan kegiatan meliputi :
a. Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL
b. Penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL_UPL,; dan
c. Permohonan dan penerbitan Izin lingkungan
5) Tahapan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan tahapan
penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ultimum Remidium

Ultimum Remidium, kesepakatan para ahli artinya bahwa sanksi pidana
dipergunakan manakala sanksi-sanksi yuridis yang lain sudah tidak lagi dapat
diterapkan.”® Mengingat bahwa hukum pidana menerapkan sanksi yang pasti
membatasi dan bahkan bisa menghilangkan kebebasan seseorang, maka upaya
terakhir ini diterapkan sebagai solusi penutup untuk menyelesaikan sebuah
permasalahan hukum dan atau persengketaan dalam bidang hukum, dalam hal
ini masalah lingkungan hidup.?* Dengan demikian hukum administrasi
merupakan dasar dalam pengelolaan dan selanjutnya penyelesaian
permasalahan dalam Undang — Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dengan penekanan sebelum penerapan hukum pidana atau
sanksi pidana sebagai Ultimum remidium.?? Pengertian Ultimum remidium,
yaitu Pejabat administratiflah yang pertama-tama harus bertanggung jawab,

Kalau pejabat administratif dipandang sebagai yang pertama-tama bertanggung

%Joni, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, him. 59

bid.

2Ibid., him.62



20

jawab, dan oleh karena itu berarti bahwa kekuasaan yustisial ditempatkan
sebagai ultimum remidium karena yang memberi izin harus terlebih dahulu
memberi sanksi jika izin dilanggar.?®
Ultimum remidium didasarkan pada:**

a. Hukum pidana bersifat retributif;

b. Pelanggaran hukum lingkungan pada hakikatnya tidak penting secara

etis.

F. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh dilapangan
kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum.
2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah pelanggaran pembuangan air limbah tanpa izin
dari pemerintah di Romokalisari, Kota surabaya.
3. Subjek Penelitian
a. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya
b. Satuan polisi pamong praja kota Surabaya
4. Sumber Data
a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari objek

penelitian

2Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan...Op.cit., HIm. 127
*Ibid., him. 123
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b. Data sekunder, yakni berupa bahan hukum yang diperoleh dari
penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri atas:

1. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa undang-undang dan
peraturan pemerintah. Dalam hal ini penulis menggunakan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor
101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang berhubungan
dengan obyek penelitian.

3. Bahan hukum pelengkap, yaitu berupa kamus hukum, kamus
besar bahasa indonesia, berita majalah dan surat kabar, termasuk
bahan dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara
dengan subyek penelitian

6. Metode Analisis Data
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, artinya data yang
diperolen akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolok ukur
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan
judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang

diperoleh.
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G. KERANGKA PENULISAN

BAB |

BAB Il

BAB IlI

BAB IV

PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah berkaitan hubungan
sebab akibat antara perusahaan pembuang air limbah di
Romokalisari, Kota Surabaya. Bab ini juga berisi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan
pustaka, metode penelitian, serta metode analisis data.
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang Penegakan Hukum
Lingkungan dan Teori Ultimum Remidium.

PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta wawancara
berkaitan dengan Pembuangan limbah oleh perusahaan tanpa izin
dari pemerintah di Romokalisari, Kota Surabaya.

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dimuat berdasarkan pembahasan
dan uraian dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan
jawaban atas permasalahan yang menjadiobjek penelitian yang
dilakukan oleh penulis. Kemudian, bab ini berisi saran yang

berupa rekomendasi terhadap hasil simpulan dalam skripsi.
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BAB I1
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN
A. Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.®® Menurut Gatot P. Soemartono yang
menyebutkan bahwa hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku
manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan
dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat
dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.?® Maka dari uraian
tersebut, hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang
tingkah laku orang tentang apa yang dilakukan terhadap lingkungan, yang
pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak
yang berwenang.

Sedangkan menurut Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang
mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan
ketahanan lingkungan. Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan
norma — norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya

lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil

Lihat Pasal 1 angka 1, Undang — undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
R.M. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, him.37
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semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.”’
Sebaliknya, hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma
guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan
dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestarian, agar dapat
langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun
generasi-generasi mendatang.?®

Pencemaran Lingkungan Umumnya

Pengertian pencemaran lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1
butir 14 UUPLH adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia
sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.” Rumusan ini
agak berbeda dari pengertian pencemaran lingkungan hidup dalam UULH 1997,
tetapi secara substansial tidak terdapat perbedaan pokok.?

Maka perlukan suatu baku mutu lingkungan hidup yang jelas. Baku mutu
lingkungan hidup adalah ukuranbatas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau
komponen yang ada atau unsur yang harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.*

Macam - macam Pencemaran

1. Pencemaran tanah

?’"Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup,
PT Refika Aditama, Bandung, 2008, him. 10

2 pid.

»Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, him. 49
%0 jhat Pasal 1 angka 13, UUPPLH
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Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat,
ada yang langsung dan ada yang tidak langsung.** Yang langsung
mencemarkan tanah dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa
pestisida atau  insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan.
Pencemaran tidak langsung dapat terjadi juga akibat dikotori oleh minyak
bumi, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan
zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh
buldozer pada musim kering, debu tanahnya bercampur zat-zat kimia itu
ditiup angin, menerjang ke udara, mencemari udara, lalu jatuh lagi
ditempat lain, dipermukaan tanah, di sungai, air sumur, danau maupun
tanaman dan tumbuh — tumbuhan, makhluk hidup lain, dan sebagainya.*

Pencemaran tanah merupakan keadaan dimana adanya berbagai
bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga
mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah.*®* Sumber utama dari
adanya pencemaran tanah ini adalah adanya kebocoran limbah kimia yang
biasanya ada di pabrik baik itu bahan kimia organik maupun yang kimia
tulen.® Biasanya didalam pabrik tempat pembuangan limbah kimia ini
terdapat di dalam bunker yang terdapat di dalam tanah sehingga rawan
terjadi kebocoran. Jika bunker tersebut sudah bocor maka selanjutnya yang
terjadi adalah masuknya berbagai zat kimia tersebut ke dalam tanah dan

merusak struktur tanah tersebut.

*'Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam... Op.cit , him. 43
32 i
Ibid
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/pencemaran-tanah diakses pada tanggal 1 agustus 2018 pukul
20.11wWIB
*Ibid.


https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/pencemaran-tanah
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2. Pencemaran air
Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan
manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.®®> Kemudian
dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Kuallitas Air dan Pengendalian Air Limbah
dijelaskan sumber dari pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan yang
membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen
lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu kedalam sumber-sumber air.
Walikota berwenang menetapkan daya tampung beban
pencemaran air pada sumber air di daerah. Penetapan daya tampung beban
pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhitungkan:
a. Kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu air;
b. Baku mutu air; dan
c. Beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air terhadap
umber air.
Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air
digunakan sebagai dasar:
a. Penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air

b. Penetapan kebijakan daerah dalam pengendalian air limbah;

pasal 1 angka 10 peraturan derah kota surabaya nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan kualitas air
dan pengendalian air limbah
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Penyususnan rencana tata ruangwilayah daerah; dan

Penetuan mutu air sasaran.

3. Pencemaran udara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara, Pencemaran Udara adalah masuknya
atau dimasukkannya zat,energi, dan/atau komponen lain kedalam udara
ambient oleh kegiatan manusia, sehingga mut udara ambien tidak dapat
memenuhi fungsinya. Mengenai baku mutu pencemaran udara Pasal 4
ayat (1) menjelaskan bahwa baku mutu udara ambien nasional ditetapkan
sebagai batas maksimum mutu udara ambien untuk mencegah terjadinya
pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam peraturan pmerintah.

Kemudian mengenai baku mutu ambien udara daerah diatur
dalam Pasal 5 baku mutu udara ambien daerah ditetapkan berdasarkan
pertimbangan status mutu udara ambien di daerah yang bersangkutan,
gubernur menetapkan baku mutu udara ambien daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) berdasarkan baku mutu udara nasional.

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan
penanggulangan pencemaran, sertapemulihan mutu udara dengan
melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber
pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak

termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.®

%|_jhat Pasal 16 peraturan pemerintah nomor 41 tentang pengandalian pencemaran udara
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Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya — upaya untuk mencegah
terjadinya pencemaran udara dengan cara:*’

a. Penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber
tidak bergerak, baku mutu tingkat gangguan, ambangbatas
emisigas buang dan kebisingan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud BAB Il Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tentang
Pengendalian Pencemaran Udara.

b. Penetapan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara.

C. Dampak Pencemaran Lingkungan
Kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yangbukan milik privat.*®
Kerugian lingkungan hidup meliputi:*

a. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat
tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air
limbah, emisi dan/atau pengelolan limbah bahan berbahaya dan beracun;

b. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa
lingkungan hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa
laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian
lingkungan hidup;

c. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau

d. Kerugian ekosistem.

Hasil perhitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli dipergunakan
sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadialan atau melalui pengadilan, kemudian kerugian lingkungan hidup

dihitung oleh ahli dapat mengalami perubahan dalam proses penyelesaian

¥Lihat Pasal 20, Peraturan pemerintah...Op.cit

% ihat Pasal 1 angka 2 peraturan menteri lingkungan hidup republik indonesia nomor 7 tahun 2014
tentang kerugian dan/atau kerusakan lingkungan hidup

% ihat Pasal 3 peraturan menteri lingkungan hidup...Op.cit
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sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan, perubahan
besarnya kerugian lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor teknis dan
nonteknis.*® Faktor teknis antara :

a. Durasi waktu atau lama terjadinya pencemaran dan/atau karusakan

lingkungan hidup;

b. Volume polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup;

c. Parameter polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup

d. Luasan lahan dan sebaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup; dan/atau
e. Status lahan yang rusak
Faktor nonteknis antara lain:
a. Inflasi; dan/atau
b. Kebijakan pemerintah
Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena

terjadinya pencemaran atau kerusakannya sumber daya alam adalah timbulnya
ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika,
kerugian ekonomi (economic cost), dan terganggunya sistem alami (natural
system).*" Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam
kurun waktu jangka panjang. Dengan tercemarnya lingkungan hidup oleh limbah
dan sampah nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun, lingkungan
yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk

kepentingan sehari-hari. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem

“Opasal 6 peraturan menteri lingkungan hidup... Op.cit
* Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2010, him. 3
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alami dari lingkungan tersebut, komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut
akan menjadi rusak.
D. Pengelolaan Air Limbah

Air adalah satu dari sekian banyak sumber daya alam yang berperan
penting dalam kehidupan makhluk hidup, terutama manusia.** Air juga bisa
menjadi modalpaling dasar dalam pembangunan bangsa. Agar air bisa tetap
bermanfaat sesuai dengan fungsinya, maka kualitas air harus dikelola dengan
baik. Salah satu cara mengelola kualitas dan menjamin mutu air adalah dengan
melakukan pengendalian pencemaran air. Pengendalian pencemaran air juga
dijadikan sebagai upaya untuk pemulihan kualitas air.

Pencemaran air sudah menjadi hal yang sangat memperihatinkan
danmerugikan banyak pihak, banyak limbah dibuang ke berbagai sumber air
sehingga laut dan sunga menjadi tercemar. Oleh karena itu perlu sekali dilakukan
program pengandalian pencemaran air limbah.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian air limbah, penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan mikro apat diberikan izin pembuangan air
limbah.pemberian izin pembuangan air limbah dilaksanakan berdasarkan
pengajuan permohonan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro.
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro yang mengajukan permohonan
izin pembuangan air limbah tetap berkewajiban melakukan pengelolaan air

limbah.*

*https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pengendalian-pencemaran-air, diakses pada tanggal 20 juli 2018,
pukul 20.50 WIB
*Lihat Pasal 18 Peraturan daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2016... Op.cit


https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pengendalian-pencemaran-air
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Pengelolaan kualitas air adalah adalah upaya pemeliharaan air sehingga
tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar
kualitas air tetap dalam kondisi alamiah.** Dalam melakukan pengelolaan
kualitas, walikota berwenang melakukan pengendalian air limbah, pengendalian
air limbah dilakukan melalui:*

a. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air,
b. Menetapkan izin pembuangan air limbah; dan
c. Menetapkan rencana induk SPAL.

Inventarisasidan identifikasi sumber pencemaran dilakukan oleh
pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Hasil dari
identifikasi tersebut lalu dilaporkan kepada menteri secara berkala. Laporan
tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menetapkan kebijakan nasional

pengendalian pencemaran air oleh menteri.*®

E. Perizinan Air Limbah
Menurut Sjachran Basah tidak mudah memberikan definisi apa yng
dimaksud dengan izin. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat
definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.*” Sebelum
mendefinisikan izin terlebih dahulu dikemukakan istilah — istilah yang berkaitan

dengan izin. Menurut Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul Hukum

*Lihat Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah kota Surabaya nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan dan
pengendalian air limbah

*Lihat Pasal 13 Peraturan daerah kota Surabaya nomor 12 tahun 2016...Op.cit

*®L_ihat Pasal 20 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan
kualitas air dan pengendalian pencemaran air

*Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara...Op.cit., HIm. 196
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Administrasi Negara, Dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang
khusus (relaxatie legis), kemudian lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak
untuk menyelenggarakan suatu perusahaan, lisensi digunakan untuk menyatakan
suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan
dengan izin khusus atau istimewa, sedangkan konsesi merupakan suatu izin
berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat
erat sekali sebenernya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh
pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang
izin) yang bukan pejabat pemerintah. Menurut Sjachran Basah, izin adalah
perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan
peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagai mana
ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang - undangan. Bagir Manan
menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan peraturan perundang undangan untuk memperbolehkan melalui
tidakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Secara teoritis |,
perizinan memiliki beberapa fungsi:*®

Pertama, sebagai instrumen rekayasa, pemerintah dapat membuat
regulasi dan keputusan yang memberikan intensif bagi petumbuhan sosial
ekonomi demikian juga sebaliknya regulasi dan keputusan tersebut dapat pula
menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan baik
buruknya suatu perizinan ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan

dilaksanakan supaya tujuan dari perizinan tercapai, semakin mudah, cepat, dan

*®Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan...Op.Cit., HIm. 81
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transparan prosedur perizinan maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi
instrumen rekayasa pembangunan;

Kedua, fungsi keuangan (Budgeting), yaitu sumber pendapatan bagi
negara.. pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi
perizinan namun harus diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga
menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus
memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung
pembangunan serta pertumbuhan sosial ekonomi. Sebaliknya, beberapa aspek
streategis yang terkait dengan daya dukung lingkungan dalam pembangunan, tarif
pajak atau retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu murah dan mudah
menyebabkan kerusakan lingkungan dan daya dukung lingkungan.

Ketiga, fungsi pengaturan (reguleren), yaitu menjadi instrumen
pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.*® Sebagaimana prinsip pemungutan
pajak, perizinan dapat mengatur pilihan — pilihan tindakandan perilaku
masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lain prosedur dan syarat
yang harus ditetapkan oleh peraturanperundang - undangan harus pula dengan
pertimbangan — pertimbangan strategis. Kegiatan perizinan yang dilakukan
selama ini menunjukkan bahwa proses perizinan banyak yang belum memiliki
kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu yang tidak menentukan,

dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, belum lagi masalah adanya pungutan

*Adrian sutedi, Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, HIm. 200
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— pungutan yang tidak resmi.”® Menurut Prajudi Admosudirdjo berkenaan dengan

fingsi — fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan

masyarakat.>> Seperti dijelaskan diatas sebagai suatu instrumen hukum

izinmempunyai arti penting bagi pemegangnya (pelaku kegiatan) dalam

melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain.

Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan

pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri

1.

Izin Pembuangan Air Limbah

Izin atau perizinan pembuangan air limbah ke sumber air adalah
suatu bentuk instrumen pencegahan dan/atau pencemaran kerusakan
lingkungan hidup.

Di kota Surabaya perizinan pembuangan air limbah diatur dalam
Pasal 16 — Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Air Limbah yang
menjelaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang menghasilkan air limbah dan membuang air limbah wajib memiliki
instalasi pengolahan air limbah, setiap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah dan
membuang air limbah wajib memiliki izin pembuangan air limbah,
kewajiban memiliki izin pembuangan air limbah dikecualikan bagi
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mikro, penerbitan izin

pembuangan air limbah yang mengandung radioaktif, maka harus

Nirhua Salmon E. M., Hukum Perizinan PengelolaanSumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah, P.T.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, HIm.145

*1bid., him.51
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mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab dibidang tenaga atom, ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah diatur dalam
peraturan walikota.>®

Masa berlaku dari izin pembuangan air limbah selama 5 (lima)
tahun dan dapet diperpanjang oleh pemegang izin pembuangan air
limbah, apabila terjadi perubahan jenis serta kapasitas usaha/kegiatan,
maka pemegang izin pembuangan air limbah wajib mengajukan izin
pembuangan air limbah baru.>®

2. Perizinan Pengelolaan Air Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 adalah Kkegiatan yang meliputi
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan, dan/atau penimbunan.®*

Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Limbah B3 menjelaskan bahwa setiap orang
yangmenghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3,
dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya, untuk
dapatmelakukan penyimpanan limbah B3 wajib memiliki izin
pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3, Untuk
dapat memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk penyimpanan

limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan dan mengajukan permohonan

52Lihat Pasal 16 Peraturan Daerah kota Surabaya nomor 12 tahun 2016... Op.cit
>3Lihat Pasal 17 peraturan daerah kota surabaya nomor 12 tahun 2016..., Op.cit
*Lihat Pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014..., Op.cit
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secara tertulis kepada bupati/walikota dan melampirkan persyaratan

lain.>®

F. Kewajiban Pemegang Izin

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air

limbah, setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berhak :

1.

2.

Berperan serta dalam proses pengolahan air limbabh;

Memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pemerintah daerah
dalam pengendalian air limbah

Mengajukan usul dan/ataukeeraatan terhadap rencana usaha dan/atau
kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran;

Menyampaikan pengaduan terhadap dugaan terjainya pencemaran;
Mengikuti pelatihan, forum — forum bimbingan dan/atau kondultasi
teknis dalam hal pengendalian air limbabh;

Memperoleh intensif dan/atau disintensif atas pelaksanaan pengolahan
air limbah dan/atau

Memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan

pengendalian limbah

Selain itu setiap pemegang izin pembuangan air limbah juga wajib untuk

membuat rencana penanggulangan pencemaran air, melakukan penanggulangan

dan pemulihan, mentaati kewajiban yang melekat pada izin pembuangan air

limbah,

dan menyampaikan laporan hasil pemantuan kepada walikota melalui

badan lingkungan hidup paling sedikit 3 bulan sekali. Selain kewajiban —

*>Lihat pasal 12 Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014..., Op.cit
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kewajiban tersebut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 juga
mengatur larangan — larangan bagi pemegang izin pembungan air limbah yaitu
melakukan pencemaran air limbah, membuang air limbah ke air atau sumber air
yang melebihi baku mutu air limbah, membuang air limbah ke media lingkungan
diluar lokasi yang ditetapkan, membuang air limbah secara langsung tanpa
melakukan pengolahan, atau membuang air limbah yang mengandung bahan

berbahaya dan beracun dan produk rekayasa genetika.

G. Pembinaan dan pengawasan
1. Pembinaan
Pembinaan oleh pemerintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan usaha sangat penting dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalian
limbah di Kota Surabaya. Selain itu walikota juga berwenang melakukan
pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah.Dalam
rangka pelaksanaan pengendalian air limbah oleh penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan mikro, walikota melakukan pembinaan antara ain melalui:*®
a. Membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
b. Memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan
minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
c. Mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
d. Menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan,

dan/atau konsultasi teknis dibidang pengendalian air limbah.

*®pasal 19 peraturan Daerah kota surabaya nomor 12 tahun 2016... Op.cit
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Pembinaan oleh pemerintah untuk meningkatkan kaetaatan penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan dengan cara:

a.

Penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah;
Mendorongupaya penerapan teknologi pengolahan air limbabh;

Mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi
penggunaan sumberdaya;

Mendorong upaya pemanfaatan air limbah;

Mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan
teknologi;

Menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan
dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian air limbah; dan/atau
Penerapan kebijakan intensif dan/atau disintensif.

Untuk kegiatan usaha menengah walikota melakukan pembinaan antara

lain melalui membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu,

memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air

limbah, pemanfaatan limbah, dan eisiensi sumber daya, mengembangkan

mekanisme percontohan, dan/atau menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan

forum-forum bimbngan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian air

limbah.

2. Pengawasan

Pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha

merupakan salah satu tidakan preventif yang dilakukan oleh pejabat administrasi
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guna mengurangi pelanggaran lingkungan. Dalam peraturan daerah Kota
Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Air
Limbah dijelaskan bahwa walikota berwenang untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam izin, persyaratan teknis
pengendalian air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yag tercantum dalam
dokumen lingkungan yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh walikota,
dan pengelolaan air limbah oleh masyarakat. Pengawasan juga dilakukan oleh
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah atau biasa disingkat PPLHD.
Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan PPLHD dapat dibantu oleh perangkat
daerah terkait. Dalam melakukan pengawasan PPLHD berwenang:

a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan,
perekaman audio visual, dan pengukuran;

b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;

c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang
diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen lingkungan, data
hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;

d. Memasuki tempat tertentu;

e. Mengambil contoh dari air limbah yang menghasilkan, air limbah yang
dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;

f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan
instalasi pengolahan limbah;

0. Memeriksa instalasi dan atau perpipaan air limbah;
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h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan
atau kegiatan;

i. Tidakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan berdasarkan laporan pelaksanaan
penataatan persyaratan yang tercantum dalam izin yang disusun oleh penanggung
jawab usaha atau kegiatan, pengaduan masyarakat, pemeriksaan ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang — undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, dan hasil pembinaan pengelolaan air limbah.

. Penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris law enforcement, bahasa
belanda rechtshandhaving.®’ Istilah penegakan hukum dlam bahasa indonesia
membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force
sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan
dengan hukum pidana saja.”® Pikiran seperti ini diperkuat ini diperkuat dengan
kebiasan masyarakat indonesia yang menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa,
dan hakim.>® Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga
menegakkan hukum.®® Adapun beberapa ahli berpendapat:

a. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk

mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan

% Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan... Op.Cit., him. 88

%8 bid.
¥pid.
pid.
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pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum)
menjdi kenyataan.®

Menurut Jimly Asshidigie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya
upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan
hukum dalam kehidupan masyarakat bernegara.®

Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka, Penegakan hukum merupakan
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yangterjabatkan dalam kaedah
hukum atau pandangan menilai secara mantap dan mengejawantahkan
sikap tindakn sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yaitu
menciptakan  (sebagai  Social  engineering), memelihara  dan
mempertahankan (sebagai Social Control) kedamaian pergaulan hidup
manusia.®®

Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di

Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa,

“bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

s 64

Sebagai hukum fungsional (functioneel rechtsgebeid), Undang — undang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyediakan 3 macam penegakan

®15atjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, him. 24

%2|pid.

%3Rasdiman Subayak, Beberapa Pemikiran kearah Pemantapan Penegakan Hukum, IND-HILL, 1985,

him. 30

#Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan...Op.Cit., him.113
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hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana.®®
Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum
administrasi dianggap sebagai upaya penegkan hukum terpenting.®® Hal ini karena
penegakan hukum adaministrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah
terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.®’
A. Penegakan Hukum Administrasi
Penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar
perbuatan perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak
memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepadakeadaan
semula (sebelum adanya pelanggaran).®® Jadi fokus dari sanksi
administratif adalah perbuatan dari pelanggar peraturan. Dalam Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah Pasal 34 Ayat (2) dijelaskan
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Paksaan pemerintah;
c. Pembekuan Izin Pembuangan Air Limbah; dan/atau
d. Pencabutan Izin Pembuangan Air Limbah.
Kemudian dalam ayat selanjutnya berbunyi ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud

diatur dalam Peraturan Walikota. Dalam Peraturan Walikota Surabaya

®Takdir Rahmadi, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Airlangga Univerity Press,
Surabaya, 2003, him. 131
%6Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him.92
67 i

Ibid.
8 Andi Hamzah, Penegakan hukum...Op.Cit., him. 146
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Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2
penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup bertujuan untuk:

a. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat
dari suatu usaha dan/atau kegiatan;

b. Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

c. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup; dan

d. Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
melanggar produkhukum daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Kemudian walikota berwenang menerapkan sanksi administratif
kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan
ditemukan pelanggaran terhadap dokumen Lingkungan, Izin pembuangan
Air Limbah, lzin penyimpanan sementara limbah B3, dan/atau Izin
pengumpulan limbah B3.% Walikota melimpahkan kewenangan penerapan
sanksi administratif kepada Badan Lingkungan Hidup. Terdapat 4 Jenis
sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai
dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya yaitu Teguran tertulis,

Paksaan Pemerintah, Pembekuan lIzin, dan Pencabutan lzin.

%_ihat pasal 3 Peraturan Walikota Surabaya nomor 66tahun 2015 tentang tata cara pengenaan sanksi
administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
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Teguran tertulis

Teguran tertulis dapat dikenakan kepada penanggung
jawab usaha dan/atau yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan
tetapi tidak memiliki izin, yang tidak melakasanakan kewajiban
sebagaimana tercantum dalam izin, atau yang tidak melaksanakan
rekomendasi sebagai mana tercantum dalam dokumen
lingkungan. "
Paksaan pemerintah

Paksaan pemerintah dapat dikenakan apabila penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan teguran tertulis
dengan berupa penghentian sementara kegiatan, pemindahan
sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau
emisi, pembongkaran, penyyitaan terhadap barang atau alat yang
berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara
seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk
menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.”* Pengenaan paksaan pemerintah dapat
dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila teguran tertulis
apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan

hidup;

"_jhat Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2015

"bid.
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2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;

3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak

segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

c) Pembekuan lIzin

Pembekuan izin dapat diterapkan apabila penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan
pemerintah, melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum

dalam izin, dan dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin.

d) Pencabutan izin
Pencabutan izin dapat dikenakan kepada penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan apabila memindahtangankan izin
usahanya kepada pihaklain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi
izin usaha, tetap tidak melaksanakan paksaan pemerintah setelah
pembekuan izin berakhir, dan telah menyebabkan terjadinya
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan
keselamatan dan kesehatan manusia.
B. Penegakan Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-
hubungan hukum akibat perbuatan atau tidakan perdata antara seorang

dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan
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hukum).”® Aspek Hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup
merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dalam
UUPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata
diatur dalam Bab XIIl Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek
keperdataan yang tercantum dalam pasal — pasal tersebut berisikan tentang
penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui
jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non litigasi)
berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Pasal 85 UUPLH menjelaskan, bahwa penyelesaian sengketa
diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai
bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran
atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan
terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan serta, untuk
mencegah timbunya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.Dalam
penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga
netral untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
Penyelesaian sengketa dengan cara ini dikenal dengan Penyelesaian
Sengketa Alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Lembaga
ADR adalah arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, yang saat ini
banyak digunakan oleh para industriawan dalam menyelesaikan sengketa

lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam perjanjian kerjasama

"2Junal Penegakan Hukum Lingkungan melalui aspek Hukum perdata, Made nikita novia kusumantari
dan i Made Udiana, Bagian Hukum bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana
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antara pihak investor dengan masyarakat, apabila terjadi pencemaran
lingkungan.”

Selain itu pada penjelasan Pasal 86 menyatakan, bahwa
pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa
pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas
dan tidak memihak.Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui
pengadilan diatur dalam UUPPLH Pasal 87 sampai Pasal 92. Pasal 87 ayat
(1) menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain
atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan
tindakan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1), agar dapat
diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian harus
terpenuhi unsurunsur: a) setiap penanggung jawab usaha/kegiatan; b)
melakukan perbuatan melanggar hukum; c¢) berupa pencemaran atau
perusakan lingkungan; d) menimbulkan kerugian pada orang lain atau
lingkungan; e) penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau
melakukan tindakan tertentu.

Hal tersebutlah yang menjadi acuan dasar pengajuan gugatan
lingkungan. Hal ini berkaitan dengan juga dengan Hukum Perdata seperti
yang tercantum dalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) dibawah ini yaitu : Pasal 1365 KUHPerdata

"#Sodikin, Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan, Jakarta, 2007, HIm. 110
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menyatakan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan, bahwa setiap orang
bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau
kurang hati-hatinya.

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata menyatakan, bahwa gugatan
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi sayarat berikut: 1)
kesalahan (schuld); 2) kerugian (schade); 3) hubungan kausal (causal
verband); 4) relativitas (relativeit). Dalam UUPPLH diatur mengenai
tanggung gugat mutlak (strict liability) pada Pasal 88 menyatakan, bahwa
setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau
yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup
bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu
pembuktian unsur kesalahan.

Dengan prinsip tanggung gugat mutlak dimaksudkan suatu
prinsip tanggung gugat yang memandang kesalahan sebagai suatu yang
tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau
tidak. Terdapat juga mekanisme gugatan class action dalam rangka
penyelesaian sengketa lingkungan yang melibatkankorban orang dalam

jumlah banyak.
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Class action atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan
gugatan perwakilan kelompok yaitu prosedur beracara dalam perkara
perdata yang memberikan hak procedural satu atau beberapa orang (dalam
jumlah vyang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk
memperjuangkan kepentingan para penggugat yang disebut sebagai wakil
kelas (class representatives), yang sekaligus mewakili kepentingan orang
banyak (ratusan, ribuan, ratusan ribuan, atau jutaan) yang disebut dengan
class members, yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.

Hal ini diatur dalam Pasal 91 serta dalam Pasal 92 diatur
mengenai ketentuan serta penjelasan mengenai hak gugat organisasi
lingkungan hidup.

C. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan bertujuan untuk
memperbaiki atau memberi sanksi kepada pembuat (pelanggar Hukum)
agar ia berubah menjadi orang yang baik dan memperhatikan lingkungan
serta hak orang lain untuk hidup di dalam lingkungan yang sehat dan
tenteram.’ Penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat
diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu hukum administrasi
negara, hukum perdata, dan hukum pidana.”

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakan hukum.Penegakan

"“Andi Hamzah, Penegakan Hukum... Op.Cit., him. 146
"Masrudi Muchtar, Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prestasi
Pustaka, Banjarmasin, 2015, HIm. 101
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hukum yang dimaksud adalah penegkan hukum dalam kerangka Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.”

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum
terletak pada kegiatan menyeraikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan
di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”’

Penegakan hukum administrasi negara mempunyai fungsi sebagai
instrument pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan
yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup.’

Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat
reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu,
pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan
penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau
tercemar.”® Penegakan hukum perdata dalam hukum lingkungan bertujuan
untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan maupun si
korban yang menderita kerugian sebagai akibat pencemaran atau
kerusakan lingkungan.®

Hukum perdata dapat memberikan kemungkinan untuk

mengajukan gugatan ganti kerugian atas pencemaran lingkungan terhadap

"Ipid.,
pid.
"Ipid., him.102
"|hid.
®hid.
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pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran/kerusakan lingkungan
hidup, yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan
hukum.®!

Penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses,
dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum,
baik yang diatur dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana)
maupun hukum pidana materiil.®

Penegakan hukum pidana dilakukan sebagai pelaksana norma
hukum lingkungan melalui keputusan peradilan pidana. Keputusan ini
didahului oleh penyidik dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.®

Menurut pendapat penulis bahwa penegakan hukum lingkungan
merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep
dalam hukum lingkungan untuk menjadi kenyataan yakni ide berupa

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

I. Islam dan Lingkungan Hidup

1. Pencemaran Lingkungan

Sebagai makhluk ciptaan-Nya dimuka bumi, manusia diperintahkan

beribadah kepada-Nya dan diperintankan berbuat kebajikan dan dilarang

berbuat kerusakan di bumi. Hal tersebut dikuatkan dalam:

Al Qasas Ayat 77

&pid.

%1bid., him. 107
8K oesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,

2012, him. 441



s : Gl Led 2=,
- - e P e (e
o2 Yl 017 2,V B sl as VTl Wl sl €
= £ - < g ~
Crdendd |
Artinya :

13

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana
Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat

kerusakan. «

Ar—Rum Ayat 41
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Yang artinya :
“ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat)

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)

Penegakan Hukum
Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya yang paling sempurna karena

diberikan akal dan pikiran. Akal dan pikiran yang diberikan harus digunakan



53

sebaik mungkin. Islam mengajarkan kita untuk menegakan hukum dalam suatu
masalah harus diputuskan dengan adil. Hukum bagai pisau bermata dua bisa
digunakan untuk kebaikan dan juga keburukan. Dalam mencari keputusan yang
adil dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti firman Allah sebagai berikut:
An —nisa’ Ayat 135
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Artinya :

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Ali ‘Imran Ayat 159
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Artinya :

“ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang

yang bertawakkal kepada-Nya.
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BAB Il
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMBUANGAN
AIR LIMBAH OLEH PERUSAHAAN DI SURABAYA
A. Peraturan Perizinan Pembuangan Air Limbah di Kota Surabaya

Surabaya sebagai kota metropolitan terdapat banyak perusahaan —
perusahaan yang berdiri menjalankan kegiatan usahanya diberbagai bidang.
Dengan banyaknya perusahaan — perusahaan yang berdiri serta kegiatan usaha
lainnya memiliki dampak positif dengan majunya perekonomian di kota surabaya.
Disamping itu juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitar yang
akibat dari pembungan air limbah oleh perusahaan. Dalam kenyataan, pelanggaran
pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha sudah
menjadi rahasia umum yang diketahui oleh masyarakat Surabaya. Pelanggaran
pengelolaan air limbah terjadi karena penerapan peraturan daerah Kota Surabaya
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air
Limbah kurang maksimal. Banyak kegiatan usaha yang membuang air limbah
tanpa izin dari pemerintah yang mencemari sumber-sumber air seperti sungai dan
air laut. Bahkan pembuangan air limbah tanpa izin dari pemerintah yang
dilakukan oleh P.T. Indrajaya Swastika mengakibatkan warga di rumah susun
Romokalisari keracunan. Limbah tersebut meracuni warga karena diduga
mengandung bahan yang beracun namun tidak disertai surat-surat mengenai
limbah yang dibuang sembarangan di bibir pantai surabaya tersebut.

Perkembangan pembangunan dengan berbagai teknologi yangdigunakan

berdampak pada kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan
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mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dengan
makin tingginya kepedulian akan kelestarian sungai dan kepentingan menjaga
keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha maka muncul upaya industri untuk
melakukan pengolahan air limbah kegiatan usahanya melalui perencanaan proses
produksi yang efisien sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri
dan upaya pengendalian pencemaran air limbah industrinya melalui penerapan
instalasi pengolahan air limbah.

Bagi para penanggung jawab usaha, pemahaman mengenai masalah
lingkungan hidup sangatlah penting. karena dalam pemahaman mengenai masalah
limbah atau pembungan limbah yang berasal dari industri merupakan salah satu
upaya preventif perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga lingkungan
yangbersih dan nyaman akan dapat terwujud. Sedangkan bagi pejabat pemerintah
nasional dan pemerintah daerah , diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan yang berwawasan lingkungan secara terpadu, sehingga kualitas dan
kenyamanan lingkungan hidup benar — benar dapat dicapai.

Dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah dijelaskan
persyaratan untuk mendapatkan izin pembuangan air limbah sebagai berikut:®

1) Kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah dan membuangairlimbah

wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah;
2) Penanggung jawab usaha wajib memiliki izin pembuangan air limbabh;

8 pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Air Limbah.
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3) Kewajiban memiliki izin pembuangan air limbah dikecualikan bagi
penanggung jawab usaha mikro;

4) Penerbitan izin pembuangan air limbah yang mengandung radioaktif,
maka harus mendapat rekomenasi tertulis dari lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab dibidang tenaga atom;

5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Dari data Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya per 2018 penanggung
jawab usaha di Kota Surabaya sebagian besar sudah memiliki 1zin Pembuangan
Air Limbah (IPAL) kalo dipersentase kan kira — kira mencapai 90% memiliki Izin
Pengelolaan Air Limbah.®* Dalam Peraturan Walikota Surabaya tersebut
dijelaskan bahwa penanggung jawab untuk membuang air limbah wajib memiliki
izin pembuangan air limbah (IPAL) dari badan lingkungan hidup kota surabaya
terlebih dahulu.

B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Air Limbah di

Kota Surabaya

1) Uraian Kasus

Pada bulan juli 2017 telah terjadi pencemaran lingkungan dengan cara
pembuangan limbah yang mengakibatkan warga Rusun Romokalisari Surabaya
keracunan. Limbah tersebut berbentuk cairan yang dikemas di Dalam Kontainer.
Dalam dokumen surat jalan tertulis barang kontainer berasal dari Pelabuhan
Kwangyang, Korea sebanyak 4 kontainer ukuran 20 dengan berat kotor 80.000 kg
yang menuju teluk lamong di Surabaya.!® Pembuangan limbah cair tersebut
menimbulkan dampak bau yang tidak enak dan sangat menyengat sehingga sekitar

25 orang warga Rusun Romokalisari di Blok A mengalami sesak nafas, mual-

8Wawancara dengan bapak Brian Biondy, S.T., staff Perizinan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

8Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Laporan awal penanganan kasus lingkungan terkait
pembuangan limbah di Romokalisari, Surabaya;Badan Lingkungan Hidup Surabaya, 2017.
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mual, beberapa warga pingsan sekitar jam 22.00 — 24.00 WIB warga rusun yang
sakit langsung dievakuasi di Rumah Sakit BDH.®" Barang dalam kontainer tidak
dilengkapi dokumen bahan beracun berbahaya (B3), dokumen limbah B3,
maupun dokumen bahan kimia.2® Kasus pencemaran Lingkungan Hidup tersebut
sampai penelitian ini dilakukan masih ditangani oleh Polda Jawa Timur. Di
bidang pengawasan terhadap limbah B3, ditetapkan bahwa impor limbah B3
dilarang, kecuali diperlukan untuk penambahan kekurangan bahan baku sebagai
bagian pelaksanaan upaya pemanfaatan limbah B3.%° dampak buruk dari limbah
B3 perlu dilakukan pengelolaan secara khusus. Dari laporan awal penanganan
kasus lingkungan terkait pembuangan limbah di Romokalisari yang dikeluarkan
oleh Badan Lingkungan Hidup Surabaya, Limbah yang datang dari Korea Selatan
tersebut akan dikirim ke wilayah Bunduran (pengumpul limbah oli bekas), namun
setelah dicek secara fisik pihak pengumpul limbah di bunduran tidak mau
menerima, sehingga barang akan dikembalikan lagi ke Depo Kontainer.
Selanjutnya pihak pengangkut/penerima menyuruh supir untuk membawa
kontainer menuju kawasan pentai di Romokalisari untuk dibuang ke perairan.
Pembungan Limbah tersebut menjadi pemicu keracunan masal warga Rusun
Romokalisari.Dalam melakukan pembuangan air limbah perusahaan harusnya

berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

& bid.
& bid.

8Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, PT.
RINEKA CIPTA, Jakarta, 2005, him. 87
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2) Penyelesaian

Pelanggaran izin pembuangan air limbah (IPAL) yang dilakukan oleh
P.T. Indrajawa Swastika juga termasuk laporan dari masyarakat yang banyak
menjadi korban atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Mendapat laporan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya langsung
melakukan investigasi dan menerapkan sanksi paksaan pemerintah tanpa dihalui
teguran tertulis karena pelanggaran izin yang dilakukan oleh perusahaan butuh
penanganan yang cepat dan tepat supaya tidak menyebabkan korban lebih lebih
banyak.

Sanksi paksaan pemerintah yang diberikan oleh dinas lingkungan hidup
kota surabaya berupa pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan
pertanggung jawaban terhadap korban dari pembungan limbah yang dilakukan
oleh perusahaan. Pemulihan Lingkungan Hidup dilakukan dengan melakukan
penetralan semula zat basa dari limbah yang ada di bibir pantai Romokalisari,
Surabaya. Pemulihan Lingkungan Hidup dilakukan malam sekitar pukul 22.30
tanggal 20 Juli 2017 setelah mendapat laporan dari masyarakat warga rusun
Romokalisari. Setelah mendapat laporan dari masyarakat Dinas Lingkungan
Hidup melakukan survey pada saat itu dan melakukan Penetralan dilakukan
dengan menyemprotkan cairan penetral sebanyak 3 truk tangki 5000L. Setelah
melakukan survey dimalam hari tersebut pada pagi hari tanggal 21 Juli 2017
Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya melakukan rapat dan dilanjutkan dengan
keputusan (KTUN) pengenaan sanksi paksaan pemerintah kepada perusahaan

yang melakukan pembuangan air limbah tanpa izin pembuangan air limbah
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(IPAL). Kemudian Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya mengirim surat
keputusan kepada PT. Indrajaya Swastika dan memanggil perwakilan dari
perusahaan untuk memberikan penjelasan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
Dengan dikeluarkannya keputusan sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan
Hidup, perusaahan tidak melakukan banding administrasi ataupun mengajukan
gugatan ke PTUN dengan kata lain perusahaan mengakui dan menyadari
pelanggaran yang dilakukannya dan mentaati sanksi yang diterimanya. Namun
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga bekerja sama dengan pihak
kepolisian karena tindakan ilegal perusahaan juga bisa masuk ke instrumen pidana
dan yang berwenang dalam melakukan penyidikan instrumen pidana adalah
Kepolisian Resort Surabaya.*
3) Analisis

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris law enforcement, bahasa
belanda rechtshandhaving.®* Istilah penegakan hukum dalam bahasa indonesia
membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force
sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan
dengan hukum pidana saja.®? Padahal hukum lingkungan merupakan salah satu
hukum yang sangat rumit dalam penegakannya seperti penulis jelaskan diatas.
Terdapat tiga instrumen hukum yang dapat ditegakkan dalam hukum lingkungan,
yaitu instrumen administrasi, instrumen perdata, dan instrumen pidana bahkan

dapat ditegakkan menggunakan ketiga hukum tesebut.

% pid.

% Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan... Op.Cit., him. 88

“Ibid.
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Namun pada kenyataannya penegakan hukum yang dilakukan oleh
penegak hukum kepada pelaku usaha belum efektif hal ini terbukti dengan masih
terjadinnya pelanngaran izin pembuangan air limbah (IPAL) yang merusak
lingkungan hidup. Penegakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup
bersama satpol PP masih menemui permasalahan. Permasalahan yang dihadapi
oleh dinas lingkungan hidup kota Surabaya yaitu Permasalahan sarana prasarana,
kurangnya tenaga penegak hukum dalam lingkungan dinas lingkungan hidup kota
surabaya, dan kesesuaian data pelaku usaha dengan data yang dimiliki oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kota Surabaya.”® Penegakan hukum yang dilakukan oleh
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengandalian Air Limbah.** Dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kota
Surabaya nomor 12 tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Air Limbah dijelaskan sanksi administrasi berupa:

a. Teguran Tertulis

b. Paksaan Pemerintah

c. Pembekuan Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau

d. Pencabutan Izin Pembuangan Air Limbah.
Sanksi yang diberikan kepada pelanggar izin pembungan air limbah (IPAL)
dilakukan bertahap yaitu dengan teguran tertulis terlebih dahulu, kemudian
dengan paksaan pemerintah, pembekuan izin dan yang terakhir pencabutan izin

usaha.

%wawancara dengan bapak Brian Biondy, S.T., staff Perizinan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

*Ibid.
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Selama berlakunya Peraturan Daerah ini Dinas Lingkungan Hidup Kota
Surabaya belum pernah sampai menerapkan pencabutan izin usaha. Karena
sebagian besar pelaku usaha sudah patuh terhadap sanksi — sanksi yang diberikan
kepada penanggung jawab usaha dan memperbaiki pelanggaran — pelanggaran
yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha tersebut dan masyarakat dapat
menerima pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha.”® Namun
sebelum melakukan penegakan hukum tersebut Dinas Lingkungan Hidup kota
Surabaya juga melakukan pengawasan terhadap para pemegang izin pembungan
air limbah (IPAL) agar tidak terjadi pelanggaran terhadap izin selain itu Dinas
Lingkungan Hidup kota Surabaya juga cukup sering menerima laporan—laporan
dari masyarakat apabila terjadi indikasi pelanggaran izin yang dilakukan oleh
penanggung jawab. Hal tersebut disambut baik oleh dinas lingkungan hidup
dengan melakukan sidak kepada penanggung jawab usaha yaang terindikasi
melakukan pelangaran izin karena yang merasakan dampak dari pembungan air
limbah itu adalah masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat Kota Surabaya termasuk
cukup aktif dalam melakukan pengawasan dan langsung melaporkan kepada dinas
lingkungan hidup Kota Surabaya.”® Hal ini juga sudah seusai dengan amanat
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengandalian Air Limbah Pasal 31 yang menjelaskan:

1) setiap orang yangmenduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air,
dapat memberikan pengaduan atau informasi kepada walikota atau
perangkat daerah yang bertanggung jawab.

2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan
melalui kelurahan dan/atau kecamatan.

*Ibid.
*Ibid.
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Lurah dan/atau camat menyampaikan pengaduan kepada walikota atau
perangkat daerah yang bertanggung jawab.

Kemudian Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah juga menjelaskan:

1)

2)

3)

Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau
tertulis
Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan dengan cara antara lain:
a. Menghadap dan melapor secara langsung kepada petugas
penerima pengaduan; dan/atau
b. Melalui telepon
Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui antara lain:
Surat;
Surat elektronik;
Faksimail;
Layanan pesan singkat; dan/atau
Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuandan
teknologi.
Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa penegakan hukum lingkungan

®o0 o

sangatlah rumit dan dibutuhkan penanganan yang tepat serta kebijaksanaan oleh

para penegak hukum dalam memberikan sanksi mana yang tepat dan efektif

kepada penangung jawab usaha yang melakukan pelanggaran izin pembuangan

air limbah (IPAL) di Kota Surabaya khususnya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pengelolaam Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah juga dijelaskan bahwa

Dinas Lingkungkan Hidup bisa melakukan upaya Preventif dengan melakukan

pembinaan kepada penanggung jawab usaha supaya meningkatkan ketaatan

penanggung jawab usaha dengan cara:

a.

b.

Penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah;

Mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbabh;
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c. Mendorong upaya minimasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi
penggunaan sumber daya;
d. Mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
e. Mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan
teknologi;
f. Menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan
dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian air limbah; dan/atau
g. Penerapan kebijakan intensif dan/atau disintensif.
Menurut bapak Brian Biondy, staff Perizinan Izin Pembuangan Air
Limbah (IPAL) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Dinas Lingkungan
Hidup Kota Surabaya sudah melakukan pembinaan-pembinaan kepada
penanggung jawab usaha yang menghasilkan air limbah dan juga masyarakat di
kota Surabaya yang dilakukan secara rutin guna mengantisipasi pelanggaran izin

pembuangan air limbah (IPAL).

. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran lzin
Pembuangan Air Limbah di Kota Surabaya

Penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan kemampuan
aparat penegak hukum dan kepatuhan masyarakat dan/atau penanggung jawab
usaha terhadap aturan hukum yang berlaku yang. Penegakan hukum lingkungan
merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu ketertiban atau ketaatan terhadap
perturan dan persyaratan dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah yang berlaku secara umum maupun secara
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individual. Pada realita penerapan dilapangan masih banyak masih ditemukan
banyak pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh air limbah. Seperti
halnya pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan — perusahaan yang
sebenarnya tidak memiliki izin pembuangan air limbah (IPAL) namun membuang
limbah yang sangat berbahaya dan menyebabkan terjadinya korban jiwa seperti
yang dilakukan P.T. indrajaya swastika di romokalisari, Surabaya dan masih
banyak perusahaan lainnya namun tidak terpantau oleh media.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis dari hasil wawancara
dengan staff perizinan pembuangan air limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota
Surabaya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum
terhadap perizinan pembuangan air limbah oleh perusahaan di Kota Surabaya.
Mulai dari faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan yaitu jenis
pelanggaran yang sudah disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air
Limbah sampai dengan faktor penghambat kurangnya sarana dan prasarana,
kurangnya aparat dinas lingkungan hidup sebagai penegak hukum, dan kurangnya
sosialisasi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran izin pembuangan air
limbah (IPAL).

A. Faktor pendukung dalam penegakan hukum administratif sebagai berikut:
1. Jenis pelanggaran yang ada di Perda sudah dijelaskan dengan bagus
dalam Perda dan sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Peraturan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah

dalam melakukan penegakan hukum lingkungan bedasarkan penelitian yang
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dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara, bahwa dapat dikatakan
produk hukum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah dirasa sudah bagus dan sudah
disesuikan dengan jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran yang dimaksud
adalah pelanggaran— pelanggaran terkait izin pembuangan air limbah (IPAL)
yang terjadi di kota Surabaya. Jadi produk hukum peraturan daerah tersebut
bersifat dinamis dan menyesuaikan keadaan dari masyarakat di daerah
tersebut. Hukum indonesia merupakan hal yang telah menjadi wacana
berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan ahli dan pemerhati hukum, tetapi
juga telah menarik kedalamnya berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan
pendapat. Ini merupakan sesuatu yang dapat dimengerti mengingat dalam
kenyataannya hampir tidak ada celah kehidupan yang tidak diintervensi oleh
norma hukum.
B. Faktor penghambat dalam penegakan hukum administratif sebagai berikut:
1. Kurangnya sarana dan prasarana penegak hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan tidak langsung
berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum sebagaimana
halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai
kedudukan dan peranan sekaligus. Dalam melaksanakan peranan yang aktual,
penegak hukum sebaiknya mampu mawas diri dimana akan tampak pada
perilaku yang merupakan pelaksanaan dari pada peranan aktualnya, namun
agar tampak mawas diri penegak hukum harus berikhtiar hidup untuk dapat

membuktikan antara yang benar dan yang salah. Dapat dikatakan dalam
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menjalankan undang-undang atau peraturan hukum lainnya seperti Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas

Air dan Pengendalian Air Limbah, jumlah perusahaan atau penanggung

jawab usaha yang ada di kota Surabaya dengan jumlah penegak hukum yang

ada jauh dari kata seimbang. Hal ini sangat mempengaruhi pengawasan yang

terjadi di Kota Surabaya kurang maksimal. Pengawasan yang dijelaskan

dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kualitas Air dan

Pengendalian Air Limbah Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4):

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud PPLHD berwenang:

a.

b.
C.

Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan,
perekaman audio visual, dan pengukuran;

Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang
diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen lingkungan, data
hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
Memasuki tempat tertentu;

Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang
dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;

Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas,
dan instalasi pengolahan limbah;

Memeriksa instalasi dan/atau perpipaan air limbah;

Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha
dan atau kegiatan usaha; dan/atau

Tidakan — tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang — undangan.

Selain itu pelaksanaan pengawasan juga dapat dilaksanakan berdasarkan :

a.

b.
C.

d.

Laporan pelaksanaan penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin
yang disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
Pengaduan masyarakat;

Pemeriksaan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang — undangan
dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
Hasil pembinaan pengelolaan air limbah.

2. Kurangnya aparatur Dinas Lingkungan Hidup sebagai penegak hukum.
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Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapatkan kurangnya jumlah
aparatur penegak hukum dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dapat
mempengaruhi pelaksanaan penganwasan sehingga masih terjadi pelanggaran
izin pembuangan air limbah oleh perusahaan. Peranan penegak hukum masih
menjadi tumpuan utama dalam penegakan hukum dibidang lingkungan hidup
disamping partisipasi langsung dan peran aktif masyarakat dalam melakukan
pengawasan kepada perusahaan — perusahaan pemegang izin pembuangan air
limbah (IPAL). Masyarakat hanya dapat memberikan laporan — laporan
apabila menduga terjadinya pelanggaran izin yang dilakukan oleh perusahaan
dan/atau penanggung jawab usaha kemudian ditindak lanjuti oleh dinas
lingkungan hidup sebagai aparatur penegak hukum yang sesungguhnya.
Dengan ketidak seimbangan jumlah penegak hukum ini Dinas Lingkungan
Hidup seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya lebih cepat
tanggap dan tepat apabila akan terjadi pelanggaran izin pembungan air limbah
maupun penanganan setelah terjadi pembuangan air limbah tanpa izin karena
yang menjadi korban utama dalam pelanggaran izin tersebut adalah
masyarakat itu sendiri.

. Kurangnya sosialisasi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran
I1zin Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan/atau yang belum memiliki izin

Pada realita yang terjadi di lapangan sosialisasi kepada penanggung
jawab usaha atau pemegang izin yang kurang dapat disebabkan juga
minimnya jumlah aparatur dari dinas lingkungan hidup. Jadi kegiatan usaha

yang berpotensi menghasilkan air limbah banyak yang tidak mengetahui
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kalau seharusnya dilengkapi dengan izin pembuangan air limbah (IPAL).%’
Sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup kota
Surabaya harus efektif supaya tidak terjadi pelanggaran terus menerus yang
menyebabkan semakin rusaknya lingkungan hidup di Surabaya.

Sosialisasi merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh dinas
lingkungan hidup untuk mencegah pencemaran terhadap lingkungan. Hal
tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah
Pasal 26 ayat (2) yang menjelaskan:

Pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan meliputi:

a. Penyuluhan mengenai peraturan perundang - undangan yang
berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air
limbah;

b. Mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;

c. Mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi
penggunaan sumber daya;

d. Mendorong upaya pemanfaatan air limbah;

e. Mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu
dan teknologi;

f. Menyelenggarakan  pelatihan, mengembangkan  forum-forum
bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian air
limbah; dan/atau

0. Penerapan kebijakan intensif dan/atau disintensif.

"wawancara dengan bapak Brian Biondy, S.T., staff Perizinan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan penegakan hukum administrasi
dalam pelanggaran izin pembuangan air limbah (IPAL) di Romokalisari
dengan meberikan sanksi paksaan pemerintah tanpa didahului teguran tertulis
berupa pemulihan kembali lingkungan hidup yang tercemar akibat tindakan
ilegal penanggung jawab usaha. Hal tersebut dilakukan karena pelanggaran
yang dilakukan termasuk pelanggaran yang berat dan diperlukan tindakan
yang cepat dan tegas oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam peraturan
perundang-undangan diatas terdapat 3 sanksi atau instrumen hukum yang
dapat digunakan untuk melakukan penegakan hukum lingkungan yaitu
instrumen hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.
berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis instrumen hukum yang
paling efektif dalam penegakan hukum lingkungan adalah hukum
administrasi. Penanggung jawab usaha di Kota Surabaya wajib memiliki izin
pembuangan air limbah (IPAL) sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah
berlaku. Para penanggung jawab usaha yang tidak memeliki izin pembuangan
air limbah dan/atau izin lingkungan dari Pemerintah Kota Surabaya dikenai
sanksi berupa teguran tertulis dan diberi jangka waktu tertentu supaya

memenuhi izin sesuai persyaratan.
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2. Dari penilitian yag dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan berikut faktor-
faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran
izin pembuangan air limbah oleh perusahaan di Romokalisari, Surabaya.
Faktor pendukung dalam penegakan hukum administrasi oleh pemerintah
daerah di Kota Surabaya adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12
Tahun 2016 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah sudah bagus
karena disesuaikannya jenis pelanggaran dengan sanksi dan konsekuensi
apabila melangar aturan hukum tersebut. Selain itu juga terdapat faktor
penghambat dalam melakukan penegakan hukum administrasi lingkungan di
Kota Surabaya yaitu kurangnya sarana dan prasarana bagi penegak hukum di
kota Surabaya , jumlah sumber daya manusia dalam melakukan penegakan
hukum kurang dan tidak seimbang dengan banyaknya jumlah penanggung
jawab usaha atau kegiatan usaha, dan yang terakhir kurangnya sosialisasi
yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada para penanggung jawab usaha
atau kegiatan usaha yang sudah memiliki izin pembuangan air limbah (IPAL)
maupun yang belum memiliki izin tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, penulis
mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Untuk menjalakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah seharusnya
Pemerintah Kota Surabaya lebih mengoptimalkan lagi tindakanpreventif

seperti halnya pengawasan dan pembianaan terhadap penanggung jawab
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usaha atau kegiatan usaha yang melanggar peraturan daerah tersebut dan
terlebih lagi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran izin
pembuangan air limbah (IPAL) maupun kepada perusahaan-perusahaan yang
belum memiliki izin tersebut. Apabila dalam penegakan hukum administrasi
sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah harus
dipertahankan sehingga peraturan tersebut dapat berjalan efektif sesuai
dengan yang diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut dan dapat
meminimalisir terjadinya perusakan lingkungan hidup.

. Kurangnya sarana prasana dalam melakukan penegakan hukum dan jumlah
penegak hukum yang tidak seimbang perlu dilakukan perubahan atau
perbaikan dalam pemerintah daerah tersebut. Penambahan jumlah penegak
hukum dikalangan pemerintah daerah dapat menambah efektifitas penegakan
hukum administrasi sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran izin pembungan
air limbah (IPAL) yang dilakukan oleh perusahaan atau penanggung jawab
usaha. Selain itu penambahan jadwal sosialisasi kepada perusahaan dan
penanggung jawab usaha akan pentingnya menjaga lingkungan hidup juga
perlu dilakukan oleh pemerintah daerah supaya tidak terulang secara terus —

menerus pelanggaran izin pembuangan air limbah (IPAL).
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